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Kritik Dekonstruksi Hukum  







Inpres No.1 tahun 2016 memberikan kewenangan bagi setiap kementerian, Pejabat 
Daerah, dan Pimpinan BUMN/D untuk melakukan langkah-langkah strategis guna 
menyimpangi peraturan yang menghambat berjalannya Proyek Strategis Nasional 
tersebut. Guna kepentingan percepatan proyek strategis nasional, Inpres No.1 Tahun 
2016 merupakan suatu bentuk diskresi efektif dari Presiden selaku pemegang kekuasaan 
eksekutif. Diskresi yang dilakukan melalui pemberlakuan Inpres tersebut merupakan 
bentuk kebijakan operasional untuk menyesuaikan kebijaksanaan dengan situasi yang 
telah berkembang.2 Perkembangan situasi global yang menuntut kompetensi di segala 
bidang menghadirkan situasi yang harus direspon secara cepat dan efektif, dan Inpres 
sebagai bentuk diskresi Presiden menjadi solusi atas permasalahan lambatnya proyek 
strategis nasional. Penelitian ini akan membahas tentang hubungan hukum dalam 
pelaksanaan diskresi yang ditujukan untuk memperlonggar dan menciptakan kondisi 
struktur hukum yang lebih kondusif untuk mewujudkan tujuan pembangunan. 
Liberalisme diskresi merupakan variabel sebab yang menentukan secara kritis faktor 
yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti.3 Selanjutnya variabel akibat 
muncul dalam pandangan hukum sebagai alat rekayasa sosial dari perspektif 
dekonstruksi hukum. Hal ini menarik dan penting karena jika membahas diskresi sebagai 
bentuk pemenuhan politik hukum tentunya tidak akan lepas dari faktor-faktor non hukum 
yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat. Dengan menggunakan 
dekonstruksi hukum diharapkan akan muncul pandangan ideologis tertentu dibalik 
pemberlakuan Inpres No.1 Tahun 2016 sebagai suatu bentuk diskresi Presiden. 
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Pengelolaan terhadap sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi (MIGAS) diatur 
dalam konstitusi berdasarkan  Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan “Cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 
oleh negara.” Selanjutnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 (UUD 1945) menegaskan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat.” 
Sektor minyak dan gas bumi (Migas) merupakan salah satu kekayaan alam yang dijamin 
penguasaannya oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berkaitan dengan 
kegiatan pengelolaan kekayaan alam atas Migas berupa eksplorasi dan produksi berada dalam 
ruang lingkup tanah, jiwa dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 diimplementasikan dalam Pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(UU Pokok Agraria), yang menegaskan sebagai berikut: 
“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal 
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai 
oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.” 
 
Berkaitan dengan amanat konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan 
UUPA. Pemerintah sebagai organisasi pelaksanaan kekuasaan negara dalam bidang eksekutif, 
memiliki kewenangan untuk membentuk badan-badan usaha yang berlandaskan asas 
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi untuk mengelola Migas. 
Guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, Pemerintah melalui PT 
Pertamina(Persero) sebagai BUMN yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (UU 
PERTAMINA), mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik Negara yang 
ditugaskan melaksanakan pengusahaan Migas. PT Pertamina (Persero) mengusahakan Migas 
mulai dari mengelola dan menghasilkan Migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah 
Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan 
bahan bakar minyak dan gas di seluruh Indonesia.4  
                                                          
4“Tonggak MIGAS Indonesia”, diakses melalui http://www.pertamina.com, pada tanggal 15 Maret 2016. 
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Berkaitan dengan fungsi Migas sebagai pendapatan dan devisa negara, seiring waktu 
berjalan Pemerintah bersama DPR sebagai pembentuk undang-undang, memperkuat posisi PT. 
Pertamina EP (PEP) untuk pemenuhan target devisa negara melalui Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Salah satu aktifitas penting PEP 
adalah pembuatan kilang-kilang minyak baru yang membutuhkan ketersediaan lahan (tanah) 
yang memadai di lokasi yang telah dipilih karena terdapat cadangan Migas yang signifikan. 
Ada perbedaan signifikan dalam perolehan hak atas tanah guna kepentingan eksplorasi 
dan eksploitasi Migas sebelum dan sesudah adanya UU Migas. Jika sebelum adanya UU Migas 
PT Pertamina EP sebagai pemain tunggal migas langsung mendapat konsesi tanah untuk 
eksplorasi dan produksi, maka setelah muncul UU Migas kedudukan PT Pertamina EP 
disamakan dengan Badan Usaha biasa yang tunduk pada ketentuan hukum perdata.Dalam 
kaitannya dengan kegiatan usaha migas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU MIGAS, 
melalui Pasal 34 ayat (1) UU MIGAS menegaskan sebagai berikut: 
“Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-
bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau 
Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan 
penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara, 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 
 
Ketentuan Pasal tersebut memberikan hak bagi pengelolaan bagi PT. Pertamina EP 
sebagai badan usaha untuk menggunakan tanah yang diatasnya terdapat pemegang hak atas 
tanah guna melakukan eksplorasi dan produksi dalam bidang migas dengan cara tertentu. 
Mekanisme pengadaan tanah tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 34 ayat (2) UU Migas 
yang menentukan bahwa “Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
dalam musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak, 
pengakuam atau bentuk penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas 
negara” 
Pengaturan mengenai eksplorasi dan eksploitasi yang memanfaatkan pengambilalihan 
hak atas tanah mengalami benturan norma manakala pengaturan UU MIGAS berhadapan 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum (UU PTPKU) dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2012 
Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
(PERPRES No. 71 Tahun 2012). Dengan adanya kesamaan mekanisme pengadaan tanah yang 
menggunakan cara perolehan tanah dengan cara-cara keperdataan, mengakibatkan lambatnya 
proses pengadaan tanah bagi kegiatan eksplorasi dan produksi Migas khususnya dalam 
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pembangunan kilang minyak baru. Proses yang lambat itu lebih lanjut berpotensi 
mengakibatkan mengurangi target produksi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 
sebesar 98.000 ribu barel per hari. Targetproduksi tersebut akan mengalami hambatan 
manakala PEP mengadakan eksplorasi dan eksploitasi terhadap tanah-tanah yang di atasnya 
terhadap pemegang hak atas tanah, dikarenakan mekanisme pembebasannya harus mengikuti 
prosedur dan tata cara sebagaimana diatur dalam UU PTPKU dan PERPRES No.71 tahun 
2012. 
Lambatnya pengadaan tanah dalam sektor migas telah menghambat target penerimaan 
APBN yang kemudian akan menghambat pula target pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan 
strategisnya. Oleh karena itu Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 
Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (INPRES No. 1 Tahun 2016) yang 
mengesampingkan UU PTPKU, dikarenakan sektor Migas merupakan Proyek Strategis 
Nasional. Inpres No.1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional 
menyebutkan beberapa sektor strategis yang diharapkan mampu mempercepat pembangunan, 
salah satunya adalah pembuatan kilang minyak baru yang merupakan salah satu aktifitas 
penting PEP.  
Inpres No.1 tahun 2016 memberikan kewenangan bagi setiap kementerian, Pejabat 
Daerah, dan Pimpinan BUMN/D untuk melakukan langkah-langkah strategis guna 
menyimpangi peraturan yang menghambat berjalannya Proyek Strategis Nasional tersebut. 
Guna kepentingan percepatan proyek strategis nasional, Inpres No.1 Tahun 2016 merupakan 
suatu bentuk diskresi efektif dari Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Diskresi 
yang dilakukan melalui pemberlakuan Inpres tersebut merupakan bentuk kebijakan operasional 
untuk menyesuaikan kebijaksanaan dengan situasi yang telah berkembang.5 Perkembangan 
situasi global yang menuntut kompetensi di segala bidang menghadirkan situasi yang harus 
direspon secara cepat dan efektif, dan Inpres sebagai bentuk diskresi Presiden menjadi solusi 
atas permasalahan lambatnya proyek strategis nasional.  
Tindakan presiden ini terinspirasi atas kondisi keterpurukan ekonomi Indonesia yang 
kalah bersaing dengan negara lain. Banyak faktor penghambat pertumbuhan ekonomi salah 
satunya adalah sistem dan budaya hukum yang tidak mendukung kebijakan ekonomi nasional. 
Oleh karena itu kondisi demikian perlu ada suatu terobosan penggunaan hukum untukk 
merekayasa sosial. Situasi ekonomi sebagai infrastruktur masyarakat perlu diberi stimulus agar 
                                                          
5 Samudra Wibawa, Reformasi Administrasi, Bunga Rampai Pemikiran Adminstrasi Negara/Publik. Yogyakarta: 
Penerbit Gaya Media, 2004. 
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lebih berkembang, dan hal tersebut mustahil jika dibiarkan berjalan tanpa adanya intervensi 
pemerintah. Rekayasa sosial yang dilakukan terhadap prosedur hukum yang menghambat 
dengan menghadirkan hukum baru dinilai merupakan solusi efektif bagi pemerintah. 
Dengan dikeluarkannya Inpres No.1 Tahun 2016 menunjukkan terobosan kebijakan 
atas ketentuan hukum yang kaku yang tidak responsif terhadap perkembangan situasi ekonomi 
global. Pemberlakuan ketentuan hukum seperti UU PTPKU dan PERPRES No.71 tahun 2012 
yang menghambat  percepatan proyek strategis nasional bisa dengan mudah ditidurkan karena 
Presiden sudah mengisntruksikan untuk diabaikan. Dengan demikian, PEP berdasarkan 
INPRES No. 1 tahun 2016 guna mencapai target (RKAP), dapat saja menyimpangi ketentuan 
dalam pengambilalihan Hak atas Tanah sebagaimana yang diatur dalam UU PTPKU. 
Kebebasan Presiden mengeluarkan Inpres No.1 Tahun 2016 ini tidak lepas dari 
kebijakan pemerintahannya lewat Nawa Cita pada poin ke 7 yaitu mewujudkan kemandirian 
ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.6 Guna mencapai 
terwujudkan tujuan Nawa Cita tersebut, diskresi dalam menata birokrasi diperlukan. Peluang 
dan kesempatan yang diberikan oleh Inpres No.1 Tahun 2016 kepada Pertamina EP sebagai 
sektor penggerak ekonomi domestik akan mendatangkan manfaat yang besar. Sekalipun 
diskresi menunjukkan kreativitas dan daya tanggap birokrasi terhadap lingkungannya, di lain 
pihak diskresi sangat rentan bagi berlangsungnya penyimpangan.7  
Seperti dalam proses pengadaan tanah bagi pembuatan kilang minyak baru yang sudah 
terlanjur menggunakan mekanisme UU PTPKU lalu tiba-tiba berubah hal ini tentu menjadi 
masalah. Perubahan ini akan menimbulkan konflik kepentingan dengan pemegang hak atas 
tanah yang merasa terampas hak nya dengan Inpres No.1 Tahun 2016. Lebih lanjut secara 
yuridis, diskresi yang dipahami dari sisi “memutus sendiri” hendaknya dipikirkan dengan lebih 
matang karena Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan mempunyai tanggung 
jawab terhadap konstitusi dan negara hukum. Asas negara hukum yang berlaku didalamnya 
terkandung prinsip-prinsip penyelenggaran pemerintahan yang baik dimana salah satunya 
mematuhi prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Sementara diskresi yang dilakukan 
bukan merupakan produk peraturan perundang-undangan yang bisa berlaku umum, namun 
seolah mempunyai kekuatan hukum memaksa yang memperbolehkan menyimpangi ketentuan 
perundang-undangan yang menghambat percepatan proyek strategis nasional.   
                                                          
6 www.kompas.com, Isi Nawa Cita, Rabu, 12 Mei 2014, diakses tanggal 1 Mei 2016  
7 Samudra Wibawa, Loc.Cit. 
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Meskipun tujuan dari pemberlakuan Inpres No.1 Tahun 2016 mengarah pada kebaikan 
untuk mewujudkan tujuan pembangunan, sehingga dirasa perlu untuk melakukan rekayasa 
sosial atas tatanan yang ada. Hal ini menimbulkan persoalan bahwa dalam pembentukan dan 
pemberlakuan Inpres No.1 Tahun 2016 terkandung nilai kebebasan yang bertentangan dengan 
kepatuhan terhadap asas negara hukum dan asas umum pemerintahan yang baik. Presiden 
dengan kekuasaan atas eksekutif seolah merasa berhak melakukan apa pun termasuk 
melakukan rekayasa sosial atas hukum yang bekerja di dalam masyarakat. Padahal belum tentu 
rekayasa sosial yang direncanakan sudah dipikirkan matang-matang dari berbagai aspek. 
Liberalisme diskresi yang dijalankan oleh Presiden bukan tidak mungkin akan menciptakan 
konflik hukum yang justru kontraproduktif terhadap tujuan hukum dalam menciptakan 
keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. 
Penelitian ini akan membahas tentang hubungan hukum dalam pelaksanaan diskresi 
yang ditujukan untuk memperlonggar dan menciptakan kondisi struktur hukum yang lebih 
kondusif untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Liberalisme diskresi merupakan variabel 
sebab yang menentukan secara kritis faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin 
diteliti.8 Selanjutnya variabel akibat muncul dalam pandangan hukum sebagai alat rekayasa 
sosial dari perspektif dekonstruksi hukum. Hal ini menarik dan penting karena jika membahas 
diskresi sebagai bentuk pemenuhan politik hukum tentunya tidak akan lepas dari faktor-faktor 
non hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat. Dengan menggunakan 
dekonstruksi hukum diharapkan akan muncul pandangan ideologis tertentu dibalik 
pemberlakuan Inpres No.1 Tahun 2016 sebagai suatu bentuk diskresi Presiden. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, Penulis mengajukan beberapa rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Diskresi Presiden melalui Inpres No.1 Tahun 2016 Tentang Percepatan 
Proyek Strategis Nasional dinilai mengandung pandangan liberalisme dari perspektif 
dekonstruksi hukum? 
2. Solusi apa yang ditawarkan perspektif dekonstruksi hukum untuk mendukung 
percepatan proyek strategis nasional? 
 
 
                                                          
8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.119. 
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C. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. sehingga data yang digunakan 
adalah data sekunder. Pengumpulan data sekunder (ready made) dilakukan melalui 
penelusuran atau studi dokumen atau melalui  studi pustaka (library research), terhadap data 
sekunder yang diperlukan dan digunakan dalam penelitian ini.  Data yang telah dikumpulkan 
kemudian dievaluasi dan diedit (editing) secara kualitatif normatif dengan mengkonstruksikan 
pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan.  Terhadap hasil 
pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum   dianalisis  secara deskriptif, 
interpretatif, evaluatif dan argumentatif.  
 
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Semenjak awal Abad XX, muncul konsepsi baru mengenai Negara Hukum yaitu 
welvaart staat atau welfare state (Negara Hukum Kesejahteraan). Dimana menurut konsep 
welvaart staat atau welfare state, Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi 
dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan 
bersama dalam masyarakat.9 
Dalam konsep welfare state ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya 
kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak, peran personal untuk 
menguasai hajat hidup rakyat banyak dihilangkan. Perkembangan inilah yang memberikan 
legislasi bagi negara intervensionis pada abad XX. Negara justru perlu dan bahkan harus 
melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya 
kesejahteraan bersama dalam masyarakat.10 
Menurut Oloan Sitorus, kewenangan Negara dalam bidang pertanahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPokok Agraria dimana merupakan pelimpahan tugas 
bangsa untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang 
merupakan kekayaan nasional. Pada prinsipnya, hak menguasai dari negara adalah pelimpahan 
kewenangan publikkonsekwensinya, kewenangan tersebut hanya bersifat publik semata.11 
                                                          
9Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta: 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994,, hlm. 222-223. 
10Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Yogyakarta: Kaukaba, 2013, hlm.  
11Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah,Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 78. 
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Menurut Muhammad Bakri yang menjelaskan pengertian “dikuasai negara”, dimana 
haruslah diartikan mencakup makna penguasaan negara dalam arti luas yang bersumber dan 
diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air 
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, termasuk pula didalamnya pengertian 
kepemilikan publik oleh kolektifitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. 
Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-undang Dasar Negara Kesatuan 
Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan mandat kepada negara untuk melakukan 
fungsinya dalam mengadakan kebijakan (Beleid) dan tindakan pengurusan (Besturrsdaad), 
pengaturan (Regelenddaad), pengelolaan (Begeersdaad) dan pengawasan 
(Toezichthoudensdaad) oleh Negara.12 
Berbicara mengenai norma hukum maka tidak dapat ditinggalkan pendapat dari Hans 
Kelsen mengenai tata urutan norma hukum (Stufentheorie). Hans Kelsen berpendapat bahwa 
norma hukum itu bukanlah sistem norma yang satu dengan yang lainnya dikoordinasikan 
berdiri sejajar atau sederajat, melainkan bertingkat-tingkat yang terdapat dalam satu tata hukum 
hukum yang memilikihubungan superordinasi dan subordinasi. Pembentukan norma yang satu 
(lebih rendah) ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi untuk selanjutnya pembentukan 
norma hukum ini berakhir pada suatu norma dasar yang paling tinggi sehingga menjadi norma 
dasar tertinggi dari keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan tata hukum ini.13 
Menurut Hans Kelsen, hierarkhi norma hukum terdiri atas (i) norma dasar 
(fundamental norm), (ii) norma umum (general norms), dan (iii) norma konkret (concrete 
norms). “Fundamental norms” terdapat dalam konstitusi, “general norms” terdapat dalam 
undang-undang, “statute” atau “legislative acts”, sedangkan “concrete norms” terdapat dalam 
putusan pengadilan (vonnis) dan keputusan-keputusan pejabat administrasi negara.14 
Sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum terutama sejak adanya ajaran cita 
hukum (idee des recht) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh 
Sudikno Mertokusumo menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara 
proposional, yaitu kepastian hukum (rechssicherkeit), keadilan (gerechtikeit), dan kemanfaat 
(zweckmasigkeit).15 
                                                          
12Achmad Sodiki, Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Perspektif Ekonomi Dan Kesejahteraan, dalam 
Prosiding KONGRES PANCASILA IV Strategi Pelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakan 
Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta, 31 Mei-01 Juni 2012,, hlm. 84. 
13Hans Kelsen, Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum 
Deskriptif-Empirik, [Pent. Somardi], Jakarta, Bee Media Indonesia, 2007, hlm. 155. 
14Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Konpress, 2006, hlm. 38. 
15Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta : Liberty, 1999, hlm. 48 
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Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak dapat dipisahkan satu persatu, 
ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga 
unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Ketiga unsur cita hukum tersebut diwujudkan 
dalam masyarakat. Kendatipun ketiganya selalu ada dan mendasari dalam kehidupan 
masyarakat, tetapi tidak berarti bahwa ketiganya selalu dalam keadaan dan hubungan yang 
harmonis. Dalam menegakan hukum harus diusahakan ada kompromi antara ketiga unsur 
tersebut, tetapi dalam praktek tidak selalu mudah dalam mengusahakan kompromi secara 
proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut.16 
Diskresi secara konseptual merupakan suatu langkah yang ditempuh adminitrator untuk 
menyelesaikan suatu kasus yang tidak atau belum diatur dalam suatu regulasi yang baku. 
Dalam konteks tersebut, diskresi dapat berarti suatu bentuk kelonggaran pelayanan yang 
diberikan oleh administrator kepada pengguna jasa. Dalam implementasinya, tindakan diskresi 
diperlukan sebagai kewenangan untuk menginterpretasikan kebijakan yang ada atas suatu 
kasus yang belum atau tidak diatur dalam satu ketentuan yang baku.17  
Diskresi seolah menjadi hal yang terabaikan didalam memberikan pelayanan, padahal 
dalam periode masyarakat yang terus berkembang dan semakin dinamis ini, diskresi sudah 
menjadi suatu keharusan. Sekalipun disatu pihak hal ini menunjukkan kreativitas dan daya 
tanggap birokrasi terhadap lingkungannya, di lain pihak diskresi sangat rentan bagi 
berlangsungnya penyimpangan.18 (Wibawa, 2005). Namun prisipnya adalah sepanjang 
tindakan yang diambil tetap pada koridor visi dan misi organisasi serta tetap dalam kerangka 
pencapaian tujuan organisasi, maka pelanggaran atau tindakan penyimpangan prosedur ini 
tidak perlu terlalu dipermasalahkan.19 
Pengertian dari “pengadaan tanah” dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2012 pada Ketentuan Umum, dimana ditegaskan “Pengadaan Tanah adalah kegiatan 
menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak 
yang berhak.” 
Sedangkan berkaitan frase “kepentingan umum”, dijelaskan pula dalam Undang-
undang tersebut dimana dijelaskan “Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, 
                                                          
16Fence M. Wantu, Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam 
Peradilan Perdata, Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Unversitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, 2011, hlm. 13. 
17 Dwiyanto, Agus, dkk, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 
2006 
18 Wibawa, Loc.Cit. 
19 Dwiyanto., Loc.Cit 
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dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran rakyat”. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, 
maka diketahui dimana Minyak dan Gas Bumi merupakan dua objek kegiatan yang berbeda, 
yaitu Minyak Bumi dan Gas Bumi. 
Definisi Minyak Bumi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.22 Tahun 
2001 adalah sebagai berikut: 
“Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 
tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin 
mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, 
tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk 
padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha 
Minyak dan Gas Bumi.” 
Sedangkan definisi Gas Bumi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU No.22 Tahun 2001, yaitu 
sebagai berikut: 
“Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi 
tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses 
penambangan Minyak dan Gas Bumi.” 
 
Berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2016 Proyek Strategis Nasional adalah proyek 
yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki 
sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.  
Pada Inpres tersebut juga menginstruksikan kepada para pejabat yang disebut 
untuk melakukan penyelesaian masalah dan hambatan dalam pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional atau memberikan dukungan dalam percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional  
diantaranya pengambilan upaya diskresi dalam rangka mengatasi persoalan yang konkret dan 
mendesak; Menyempurnakan, mencabut, dan atau mengganti, ketentuan peraturan perundang-
undangan yang tidak mendukung dan menghambat percepatan pelaksanaan Proyek Strategis 
Nasional; dan Menyusun peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diperlukan 
untuk percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 
Dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional juga tertuang dalam Peraturan Presiden 
Nomor 3 Tahun 2016 (PERPRES No.3 tahun 2016) tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek 
Strategis Nasional, salah satunya dalam daftar proyek strategi nasional adalah pembangunan 
kilang minyak. 
 




Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu : 
1. Diskresi Presiden melalui Inpres No.1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis 
Nasional dinilai telah mengandung pandangan liberalisme dari perspektif dekonstruksi 
hukum. Hal ini ditunjukkan diberikannya kewenangan bagi setiap kementerian, Pejabat 
Daerah, dan Pimpinan BUMN/D untuk melakukan langkah-langkah strategis guna 
menyimpangi peraturan yang menghambat berjalannya Proyek Strategis Nasional tersebut 
2. Adanya pengaturan Inpres No.1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis 
Nasional yang berlaku nasional diperlukan kajian akademik untuk mendeliberalisasi 
pengaturan percepatan proyek strategis nasional agar tidak sewenang-wenang. Potensi 
kesewenang-wenangan yang muncul dari diskresi pejabat itu justru akan kontraproduktif 
bagi percepatan proyek strategis nasional. 
Saran 
Adapun saran atas permasalahan penelitian adalah sebagai berikut : 
1. Diperlukan kajian teoretik tertentu yang sesuai dengan aspek filosofis pemmbentukan 
peraturan perundang-undangan yang baik 
2. Pemerintah perlu segera mencabut Inpres No.1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek 
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